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Abstrak 
Pendapatan asli daerah menjadi salah satu instrumen fiskal yang 

memiliki peran penting dalam membangun perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan investasi 

terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta dalam 

kurun waktu 2015-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah regresi data panel. Hasil uji pemilihan model 

membuktikan bahwa pooled least square (PLS) terpilih sebagai 

model terbaik. Hasil uji t menunjukkan bahwa PDRB, jumlah 

penduduk dan investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah, sedangkan inflasi tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien determinasi bernilai 

sebesar 0.746798, artinya 74,68% variasi variabel PAD dapat 

dijelaskan oleh variabel PDRB, jumlah penduduk, investasi dan 

inflasi. Sisanya, 25,32%, dijelaskan oleh variabel-variabel bebas 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

Kata kunci: pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, investasi, 

inflasi PDRB,  

Abstract 
Local revenue is one of the fiscal instruments that has an 

important role in building the economy and welfare of the people 

in the regions. The purpose of this study is to analyze GDP, 

population, inflation and investment in the original income of 

Darrah in Surakarta residency in the period 2015-2019. The 

method used in this study was panel data regression. The results 

of the model selection test prove that pooled least square (PLS) 

was chosen as the best model. The results of the t test show that 

GDP, population and investment choose a significant influence on 

local original income, while inflation has no effect on local 

original income. The coefficient of determination is 0.746798, 

meaning that 74.68% of the variation in the PAD variable can be 

explained by the variables of GDP, population, investment and 
inflation. The rest, 25.32%, was explained by other independent 

variables not included in the study model. 
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1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menggunakan asas desentralisasi atau otonomi 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi dibentuk bersamaan 

dengan runtuhnya rezim orde baru tahun 1997 untuk menggantikan sistem 

pemerintahan sentralistik. Sistem sentralistik dianggap tidak sesuai lagi dengan 

aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Perubahan sistem sentralistik 

menjadi desentralisasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan 

dan kekurangan yang ada serta berupaya untuk mengakomodasikan berbagai 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pemerintah 

melaksanakan desentralisasi dalam bentuk pemberian otonomi kepada daerah untuk 

mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri. Otonomi diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah untuk dilaksanakan secara luas, nyata dan 

bertanggung jawab, berdasar prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab 

(Rahardjo,2011) 

Disebutkan dalam undang undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 6,7 dan 8 

tentang pemerintah daerah,  mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasar 

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam negara 

kesatuan republik Indonesia. Dalam undang undang nomor 2 tahun 2014 yang 

diubah  menjadi undang undang No 2 Tahun 2015  bahwa pemberian otonomi yang 

seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat.  

Menurut Carunia(2018) tujuan dari otonomi daerah adalah mendukung  

kebijakan makro nasional yang bersifat strategis, mempercepat pembangunan 

ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi 

ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan 

pembangunan di seluruh daerah. Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah secara 

baik dan berhasil dibutuhkan persyaratan utama, yaitu tersedianya sumber daya 

manusia dalam jumlah yang cukup dan berkemampuan serta memiliki 

profesionalisme, kapasitas organisasi dan manajemen yang tangguh,  sarana 



prasarana yang berkapasitas dan leadership yang kuat. 

Menurut Rahardjo(2011), pemberian otonomi merupakan upaya untuk 

mempercepat terwujudnya kesejatheraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Salah satu kendala utama 

yang dihadapi pemerintah terhadap otonomi daerah yaitu terbatasnya sumber 

sumber pembiayaan untuk pelaksana desentralisasi, oleh karena itu harus 

diupayakan untuk mengoptimalkan sumber sumber pembiayaan untuk 

pembangunan daerah, baik yang bersumber dari luar daerah maupun dari dalam 

daerah. Sumber pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah (PAD), dana 

perimbangan dan lain lain penerimaan yang sah 

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi 

daerah, serta hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan(Nurcholis Hanif, 2005) . Definisi lain, PAD adalah sebagai 

sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa 

sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan 

(Firdausy Carunia, 2018). Sedangkan menurut badan pusat statistik(2021a)   PAD 

adalah penerimaan yang berasal dari sumber sumber pendapatan daerah yang terdiri 

dari pajak daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, penerimaan dari dinas 

dinas dan penerimaan lain lain. 

Berdasar Pasal 1 angka 18 Undang Undang No 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD didefinisikan 

sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan 

bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 

perwujudan desentralisasi. 

Karesidenan Surakarta merupakan salah satu wilayah otonom di provinsi Jawa 

Tengah yang  dibagi menjadi 7 wilayah kabupaten dan kota yaitu Surakarta, 

Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Pembagian 

wilayah ini guna memudahkan pemerintah pusat dalam pelayanan serta penataan 

pemerintahan  salah satunya adalah pengelolaan terhadap PAD. Total PAD dari 

tahun ketahun tentu bervariasi, Data PAD karesidenan Surakarta tahun 2015-2019 



dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1. 1 

Data Pendapatan Asli Daerah Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2019 

(Rupiah) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Surakarta 1. 759 494 093 1.928 660 708 2. 034 646 875 1. 914 818 394 2. 056 236 075

Boyolali 2. 099 852 367 2. 229 796 617 2. 329 840 181 2. 203 112 764 2. 371 992 364

Sukoharjo 2. 021 365 748 2. 298 207 504 2. 443 424 991 2. 050 161 905 2. 242 834 997

Karanganyar 2. 097 061 818 2. 336 017 501 2.267 508 229 2. 064 581 558 2. 313 588 178

Wonogiri 2. 192 497 214 2. 342 273 121 2. 533 571 009 2. 246 861 249 2. 423 345 896

Sragen 2. 280 332 789 2. 327 880 098 2. 393 856 680 2. 236 802 757 2. 146 652 869

Klaten 2. 488 945 857 2.664 866 725 2. 956 483 629 2. 973 118 685 2. 803 535 643

Sumber :BPS  Jateng Dalam Angka, 2021 

Berdasarkan tabel 1.1  dapat dilihat bahwa terdapat perubahan yang fluktuatif 

setiap tahunnya, seperti contoh PAD di kabupaten Boyolali pada tahun  2017 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan mengalami penurunan pada tahun 

2018. Menurut Joko Haryanto (2016) potensi PAD pada umumnya belum tergali 

secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan daerah dalam 

menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran 

wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi 

pendapatan daerah. 

Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi PAD diantaranya jumlah 

penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), laju inflasi, serta investasi . 

Jumlah penduduk mempunyai peran penting dalam perubahan PAD. Menurut 

Kuncoro (2014) Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk 

pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. 

Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan 

kegiatan perekonomian suatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah suatu proses 

dan kegiatan dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat baik 

dari lembaga maupun individu untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada 

dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan 

baru sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, retribusi 

dan lainnya. 



Variabel yang mempengaruhi PAD berikutnya adalah PDRB. Menurut Darzal 

(2016) Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara 

fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB maka dengan 

meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah melalui pajak 

daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan 

mendorong peningkatan pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

perkapita masyarakat turut meningkat dan mendorong kemampuan masyarakat 

untuk membayar pajak serta pungutan lainnya. 

Variabel  lain yang berpengaruh terhadap PAD adalah investasi, menurut 

Jhingan (2016) Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui antara pendapatan 

daerah dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan 

timbal balik tersebut terjadi  karena di satu pihak investasi menciptakan pendapatan, 

dan kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara 

meningkatkan stok modal. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik dan 

ditambah kecukupan sumber daya maka akan menarik para investor untuk 

menanamkan modal, hal ini tentunya akan membawa dampak yang baik untuk 

setiap daerah yang bersangkuatan dengan terbukanya lapangan kerja, menambah 

pendapatan daerah, dan mempercepat kemajuan pembangunan daerah.  

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi PAD adalah laju inflasi. Menurut 

Karlina(2013), investasi memegang peranan penting dalam teori pembangunan, 

sehingga sering disebut “engine of growth. Inflasi menekankan dampak kenaikan 

upah pada jumlah uang beredar sebagai penyebab utamanya. Tingginya inflasi akan 

berakibat terhadap rendahnya daya beli masyarakat, dan sebaliknya, jika kondisi 

inflasi rendah maka akan berdampak pada pendapatan masyarakat pula. Dengan 

demikian akan berdampak terhadap peningkatan PAD. 

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

difokuskan terhadap faktor atau variabel yang mempengaruhi PAD dengan judul 

“Pengaruh  Jumlah Penduduk,PDRB, Investasi dan  Laju Inflasi  Dalam 

Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada karesidenan Surakarta 

tahun 2015-2019). 



2. METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi data panel 

yang bersifat kuantitatif berupa data PDRB, jumlah penduduk, investasi dan laju 

inflasi serta pendapatam asli daerah di karesidenan Surakarta yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.  Menurut Tarigan (2012) menyatakan bahwa 

data panel yaitu gabungan dari data time series (antar waktu) dan data cross section 

(antar individu dan ruang) yang diobservasi berulang pada unit objek yang sama 

pada waktu yang berbeda. 

Metode data panel adalah metode yang digunakan untuk melakukan analisis 

empiris dengan perilaku data yang dinamis. Mengutip penelitian yang telah 

dilakukan oleh Gujarati (2013), menggunakan data panel akan memberikan 

kelebihan-kelebihan sebagai berikut:  

1. Data panel memberikan informasi yang informatif, bervariasi dan

kolinieritas lebih kecil antara variable

2. Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan, dengan

melihat hasil observasi dari cross section

3. Dalam menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.

4. Dapat menggabungkan informasi dari data cross section dan data time series

dan dapat mengatasi masalah yang terjadi karena adanya masalah

penghilang variabel.

5. Data panel lebih mampu dalam mendeteksi dan mengukur efek yang secara

sederhana tidak mampu dilakukan oleh data time series murni maupun data

cross section murni.

 Dalam penelitian ini model uji dengan data panel dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

   Yi = β0 + β1X1i +β2i + β3X2i + β4X3i + β5X4i + εi 

Keterangan: 

Y = Pendapatan Asli Daerah 

X1 = Jumlah Penduduk 

X2 = PDRB 

X3 = Investasi  

X4 = Inflasi  

β0  = Konstanta 



β1 β2 β3  = Koefisien Regresi Variabel Bebas 

i = Menunjukkan perbedaan wilayah 

e = Standar Error 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif data-data penelitian terdiri data: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan 

asli daerah yang sah, berdasarkan perturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang undangan. Data pendapatan asli daerah di 

karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2015 sampai 2019 

diperlihatkan pada gambar 4.1. 

Pendapatan Asli Daerah Karesidenan Surakarta 2015-2019 (Rupiah) 

Gambar 4.1 

Sumber : Badan pusat statistik (BPS) Jawa Tengah, berbagai terbitan. 

Berdasarkan Gambar 4-1 terlihat jumlah pendapatan asli daerah 

tertinggi adalah kabupaten Klaten di tahun 2018 sebesar 
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2.973.118.685.000 rupiah. Sedangkan jumlah pendapatan asli daerah 

paling rendah adalah kota Surakarta pada tahun 2017, kabupaten 

Sukoharjo di tahun 2018, dan kabupaten Boyolali di tahun 2018. 

2. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)

Produk domestik regional bruto adalah nilai barang dan jasa yang 

diproduksi di dalam wilayah tertentu dalam satu tahun tertentu. Barang 

dan jasa yang diproduksi tidak hanya oleh perusahaan milik penduduk 

negara tetapi oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal di 

negara tersebut. Data PDRB di karesidenan Surakarta selama kurun 

waktu 2015 sampai 2019 diperlihatkan pada gambar 4.2. 

Gambar 4. 2 

Sumber : Badan pusat statistic (BPS) Jawa Tengah, berbagai terbitan. 

Berdasarkan Gambar 4-2 terlihat produk domestik regional bruto 

tertinggi adalah kota Surakarta di tahun 2019 sebesar 

35.441.107.670.000 rupiah. Sedangkan jumlah Produk domestik 

regional bruto paling rendah adalah kabupaten Wonogiri pada tahun 

2015 dan tahun 2016 serta di kabupaten Boyolali di tahun 2015. 
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3. Jumlah Penduduk (JP)

Penduduk adalah individua tau sekelompok manusia yang 

menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu 

satu tahun pada saat dilaksanakan pendataan sensus. Jumlah penduduk 

di karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2015 sampai 2019 

diperlihatkan pada gambar 4.3. Gambar 4. 3 

Jumlah penduduk di Karesidenan Surakarta 2015-2019 

(Jiwa) 

Gambar 4. 3 

Sumber : Badan pusat statistic (BPS) Jawa Tengah, berbagai terbitan. 

Berdasarkan Gambar 4-3 terlihat jumlah penduduk tertinggi 

adalah kabupaten Klaten di tahun 2019 sebesar 1.174.986 jiwa. 

Sedangkan jumlah penduduk paling rendah adalah kota Surakarta pada 

tahun 2015 sebesar 512.226 jiwa. 

4. Investasi (INV)

Investasi adalah bentuk penundaan konsumsi di masa sekarang 

untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan dating, dimana di 
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dalamnya terdapat unsur resiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan 

kompensasi atas penundaan tersebut. Data investasi di karesidenan 

Surakarta selama kurun waktu 2015 sampai 2019 diperlihatkan pada 

gambar 4.4. 

Investasi di Karesidenan Surakarta 2015-2019 (Rupiah) 

Gambar 4. 4 

Sumber : Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

(DPMPTSP) Jawa Tengah, berbagai terbitan. 

Berdasarkan Gambar 4-4 terlihat jumlah investasi tertinggi adalah 

kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015 sebesar 3.625.187.900.000 

rupiah. Sedangkan jumlah investasi paling rendah adalah kabupaten 

Wonogiri pada tahun 2018 dan di kabupaten Sragen di tahun 2019. 

5. Inflasi (INF)

Inflasi  kecendrungan naiknya harga barang dan jasa secara umum 

dan terus menerus. Data pendapatan asli daerah di karesidenan 

Surakarta selama kurun waktu 2015 sampai 2019 diperlihatkan pada 

gambar 4.5. Gambar 4. 4 
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Infestasi di Karesidenan Surakarta 2015-2019 (Persen) 

Gambar 4. 5 

Sumber : Badan pusat statistic (BPS) Jawa Tengah, berbagai terbitan. 

Berdasarkan Gambar 4.5 terlihat jumlah inflasi tertinggi adalah 

kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 sebesar 3,40 persen. Sedangkan 

jumlah inflasi paling rendah adalah kabupaten Sukoharjo pada tahun 

2019 dan di kabupaten Wonogiri di tahun 2019. 

3.2 Hasil Estimasi Data Panel 

Guna menganalisis arah dan besarnya pengaruh PDRB, jumlah 

penduduk, investasi dan inflasi pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta 

selama kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019 diestimasi dengan analisis 

regresi data panel, yang formulasi model ekonometrik atau model estimatornya 

adalah sebagai berikut:  

𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛽2𝐽𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + ɛ𝑖𝑡

di mana:  

PAD = Pendapatan asli daerah (Rp)  

PDRB = Produk domestik regional bruto (Rp)  

JP  = Jumlah penduduk (jiwa)  
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INV  = Investasi (Rp) 

INF  = Tingkat inflasi (%) 

𝛽0 = Konstanta 

𝛽1 ⋯ 𝛽3 = Koefisien regresi variabel independen 

i = Kabupaten/kota ke i karesidenan Surakarta (7 kabupaten/kota) 

t = Tahun ke t (2014-2017) 

ɛ = Error term 

Hasil estimasi model ekonometrik dengan pendekatan Pooled  Least 

Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) 

beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 4-1. 

Tabel 4.1 

 Hasil Estimasi Ekonometrik Regresi Data Panel -Cross Section 

Variabel 
Koefisien Regresi 

PLS FEM REM 

C 12,87966 9,720762 12,87966 

PDRB 0,284233 0,290465 0,284233 

JB 0,523955 0,675524 0,523955 

INV -0,014646 0,018440 -0,014646 

INF 0,018780 0,022157 0,018780 

R2 0,746798 0,826468 0,746798 

Adjusted R2 0,713038 0,754163 0,713038 

Statistik F 22,12064 11,43029 22,12064 

Prob. Statistik F 0,000000 0,000001 0,000000 

Uji Pemilihan Model 

(1) Chow 

Cross-section F(6, 24) = 1,836426 ; Prob. F(6,24) = 0,1342 

(2) Hausman 

Cross section random 2(4) = 10,973723; Prob. 2(4) = 0,0269 

   Sumber: Data sekunder yang diolah. 



3.3 Uji Pemilihan Model Terestimasi 

Uji Chow dan uji Hausman akan dipakai untuk memilih model 

terestimasi terbaik – Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan 

Random Effect Model (REM). Apabila ternyata pada uji Chow terpilih Pooled 

Least Square (PLS) dan pada uji Hausman terpilih Random Effect Model 

(REM), maka harus dilakukan uji tambahan, yakni uji Langrange Multiplier 

(LM) untuk memilih model terestimasi terbaik antara Pooled Least Square 

(PLS) dan Random Effect Model (REM).  

1. Uji Chow

Uji Chow dipakai untuk memilih model terestimasi Pooled Least 

Square (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM). H0 uji Chow: model 

terestimasi adalah Pooled Least Square (PLS), dan HA-nya: model 

terestimasi adalah Fixed Effect Model (FEM). H0 diterima jika nilai p (p-

value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F > α; H0 ditolak 

bila nilai p (p-value), probabilitas statistik F ≤ α.  

 Berdasar Tabel 4.1, terlihat nilai p (p-value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F sebesar 0,1342 (> 0,01), jadi H0 diterima. 

Simpulan, model terestimasi adalah Pooled Least Square (PLS). 

2. Uji Hausman

Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi Fixed Effects

Model (FEM) atau Random Effects Model (REM). H0 uji Hausman:

model terestimasi adalah Random Effects Model (REM) dan HA-nya:

model terestimasi adalah Fixed Effects Model (FEM). H0 diterima jika

nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 2 > α;

H0 ditolak bila nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik

statistik 2 ≤ α.

Berdasar Tabel 4.1, terlihat nilai p (p-value), probabilitas atau

signifikansi empirik statistik 2 sebesar 0,0269 (> 0,10), jadi H0

diterima. Simpulan, model terestimasi adalah model Pooled Least

Square (PLS).

Berdasar uji Chow dan uji Hausman di muka, model Pooled Least

Square (PLS) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi



lengkap model Pooled Least Square (PLS) tersaji pada Tabel 4.2 dan 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.2 

Model Estimasi Poled Least Square (PLS ) 

𝐿𝑂𝐺 (𝑃𝐴𝐷)𝑖𝑡
̂ = 12,87966 + 0,284233𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡  + 0,523955 𝐽𝑃𝑖𝑡

  (0,0001)*    (0,0009)*           (0,0000)*

-0.014646 𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 +0,018780 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡

  (0,0823)***        (0,2305) 

R2 = 0,746798; DW = 1,893207; F = 22,12064; Prob. F = 0,0000 

  Sumber: Lampiran 1. 

  Keterangan: 

*Signifikan pada α = 0,01 

**Signifikan pada α = 0,05 

*** Signifikan pada α = 0,10 

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t. 

3.3.1 Uji Kebaikan Model 

Uji kebaikan model yang dilakukan meliputi: 

1. Uji eksistensi model terestimasi PLS

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen berpenga-

ruh terhadap variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai 

nol). Uji eksistensi model adalah uji F. Karena variabel independen 

dalam model ekonometrik ada empat, maka formulasi hipotesisnya: 

0 1 2 3: 0H      (koefisien regresi semua nol atau model tidak

eksis); 1 2 3: 0 0 0AH         (setidaknya satu koefisien regresi

tidak sama dengan nol atau model eksis). H0 akan diterima jika nilai p 

(p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F > α.; H0 akan 

ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik 

statistik F  α. 

Berdasar Tabel 4.2, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik stastistik F bernilai 0,0000 (< 0,01); jadi H0 ditolak. 



Simpulan, model terestimasi Pooled Least Square (PLS) eksis. 

2. Interpretasi koefisien determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan daya ramal model 

terestimasi. Dari Tabel 4.4 terlihat nilai R2 sebesar 0.746798, artinya 

74,68% variasi variabel PDRB, jumlah penduduk, investasi dan inflasi. 

Sisanya, 25,32%, dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor 

lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3.3.2 Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi PLS 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel 

independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh memakai uji t. H0 uji 

t i = 0: variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; HA-nya i 

≠ 0:  variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H0 akan diterima 

jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t > α; H0 

akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik 

t  α. Hasil uji validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel t Sig. t Kriteria Kesimpulan 

C 

PDRB 

 4,359858 

3,665625 

0,0001 

0,0009 

< 0,01 

< 0,01 

Berpengaruh signifikan pada α = 0,01 

Berpengaruh signifikan pada α = 0,01 

JP 8,951562 0,0000 < 0,01 Berpengaruh signifikan pada α = 0,01 

INV 

INF 

-1,797514 

0,018780 

0,0823 

0,2305 

< 0,10 

>0,10 

Berpengaruh signifikan pada α = 0,10 

Tidak berpengaruh signifikan  

Sumber: Lampiran 1, diolah. 



3.4 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen 

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 4.4, terlihat variabel independent 

memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yakni variabel produk 

domestic regional bruto (PDRB), jumlah penduduk (JP) dan investasi (INV) 

sedangkan Inflasi (INF) tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 

Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,284233 , dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, jika variabel 

Produk Domestik Regional Bruto naik 0,01, maka PAD akan mengalami kenaikan 

sebesar 28.423 rupiah. Sebaliknya, jika variabel Produk Domestik Regional Bruto 

turun 0,01, maka PAD akan turun sebesar 28.423 rupiah. 

Variabel jumlah penduduk (JP) memiliki koefisien regresi sebesar 0,523955, 

dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, jika variabel jumlah penduduk naik 1 

maka PAD akan mengalami kenaikan sebesar 52.395 rupiah rupiah. Sebaliknya, 

jika variabel jumlah pendudul turun 0,01, maka PAD akan turun sebesar 52.395 

rupiah 

Variabel investasi (INV) memiliki koefisien regresi sebesar -0,014646, dengan 

pola hubungan linier-linier. Artinya, bila inflasi naik 1, maka PAD akan naik 

sebesar 0,014646 rupiah. Sebaliknya, jika investasi turun 1, maka pendapatan asli 

daerah akan turun sebesar 0,014646 rupiah. 

Nilai konstanta masing masing kabupaten kota dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Nilai konstanta tertinggi dimiliki oleh kabupaten Sukoharjo, yaitu 

sebesar12,946244. Artinya, terkait dengan variabel PDRB, jumlah penduduk, 

inflasi dan investasi terhadap PAD, maka kabupaten Sukoharjo cenderung memiliki 

pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dibanding dengan kabupaten dan kota lain. 

Sedangkan kota Surakarta memiliki konstanta terendah, yaitu sebesar 12,758651. 

Karena itu, terkait dengan variabel PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan investasi 

terhadap PAD, maka kota Surakarta cenderung memiliki pendapatan asli daerah 

yang lebih rendah dibanding dengan kabupaten lain yang berada di karesidenan 

Surakarta. 

3.4.1 Interpretasi Ekonomi  

Pendapatan asli daerah karesidenan Surakarta tahun 2015-2019 ternyata 

dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan investasi, 



sementara inflasi tidak memiliki pengaruh. 

Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di 

karesidenan Surakarta tahun 2015-2019. Tidak terpengaruhnya inflasi terhadap 

pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta disebabkan karena jumlah inflasi 

tiap kabupaten kota di karesidenan Surakarta dalam periode 2015-2019 masih 

berada dalam tingkat inflasi ringan yaitu kurang dari 10 persen pertahun. Jumlah 

inflasi  yang tergolong rendah tidak mengganggu keadaan prekonomian sebab 

harga barang dan jasa masih mengalami kenaikan secara normal. 

PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta 

periode 2015-2019. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki.  Salah satu indikator yang dapat digunakan 

untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam membayar pajak adalah 

menggunakan PDRB. Jika PDRB daerah meningkat maka kemampuan masyarakat 

dalam membayar pajak daerah ataupun retribusi daerah juga akan meningkat, hal 

tersebut akan menambah sumber pendapatan asli daerah. 

Investasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta 

periode 2015-2019. Investasi tertinggi adalah kabupaten Sukoharjo dengan jumlah 

rata rata  2.255.686.112.000 rupiah. Sedangkan investasi terendah adalah  

kabupaten Wonogiri dengan jumlah rata rata 119.851.164.000 rupiah. Investasi 

berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sebab apabila investasi masuk 

ke dalam suatu daerah maka akan memberikan dampak yang semakin luas terhadap 

pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemampuan masyarakat 

terhadap daya beli yang  meningkat akan berpengaruh pada kemampuan keuangan 

suatu daerah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Karlia Batik (2013) 

bahwa ketika investasi mengalami kenaikan maka akan berdampak pada 

pendapatan asli daerah yang juga akan mengalami kenaikan. Jumlah penduduk 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta periode 

2015-2019. 

Pengaruh positif jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di 

karesidenan Surakarta periode 2015-2019 menunjukan bahwa pertumbuhan jumlah 

penduduk di karesidenan Surakarta dalam kondisi baik, jumlah penduduk 

merupakan faktor yang sangat penting sebagai wajib pajak. Meningkatnya jumlah 

penduduk yang tentunya akan menambah jumlah tenaga kerja akan mempengaruhi 



pula jumlah pajak, hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 

4. PENUTUP

4.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel (pooled least square) mengenai 

faktor–faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta 

selama kurun waktu tahun 2015–2019, maka dapat diambil simpulan sebagai 

berikut:  

1. Hasil pemilihan model regresi data panel cross section membuktikan bahwa

pooled least square (PLS) merupakan model yang terbaik.

2. Hasil uji signifikansi parsial membuktikan bahwa di karesidenan Surakarta

selama kurun waktu tahun 2015–2019 produk domestik regional bruto dan

jumlah penduduk berpengaruh pada tingkat α sebesar 0,01, sementara investasi

berpengaruh pada tingkat α sebesar 0,10 terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karesidenan

Surakarta selama kurun waktu tahun 2015–2019 pada α 0,10

3. Hasil uji eksistensi model membuktikan bahwa model yang dipakai eksis atau

secara bersama–sama terdapat pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah

penduduk, investasi dan inflasi karesidenan Surakarta selama kurun waktu tahun

2015–2019  pada  tingkat α sebesar 0,01.

4. Koefisien determinasi bernilai sebesar 0.746798, artinya 74,68% variasi variabel

PAD dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, jumlah penduduk, investasi dan

inflasi. Sisanya, 25,32%, dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain yang tidak

dimasukkan dalam model penelitian.

5. Terkait pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, investasi

dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta selama

kurun waktu tahun 2015–2019, terlihat bahwa kota Surakarta cenderung

memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dan kabupaten Sukoharjo

cenderung memiliki pendapatan asli daerah yang rendah.

4.2. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelakan sebelumnya maka penulis 

memberikan beberapa saran atau rekomendasi kebijakan, antara lain:  



1. Bagi badan pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD)

diharapkan bisa lebih meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah

serta mengefetifkan pendapatan pajak agar tepat guna dan tidak memberatkan

masyarakat.

2. Bagi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu lebih

mengefektifkan prosedur bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya.

3. Bagi pemerintah daerah diharapkan bisa membangun infrastruktur fisik maupun

non fisik untuk bisa meningkatkan kualitas dari sumber daya yang ada disetiap

daerah.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel bebas yang

lebih banyak dan model analisis yang berbeda agar hasil penelitian lebih

lengkap dan sempurna.
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